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A. Latar Belakang 

Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 6 huruf f menyatakan 
bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana meliputi: pengalokasian anggaran 
penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai. Selanjutnya 
Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa pada saat tanggap darurat, Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sedangkan ayat (2) 
menyebutkan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disediakan oleh pemerintah dalam anggaran Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

Kejadian bencana yang seringkali tidak dapat diprediksi memaksa 
negara harus mengeluarkan pembiayaan penanganan darurat melalui 
dana siap pakai. Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Nasional 
Penanggulangan 13encana Nomor 4 Tahun 2020 tentang ·Penggunaan 
Dana Siap Pakai, pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban 
Dana Slap Pakai digunakan selama masa keadaan darurat bencana, 
keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko bencana berdampak 
luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB. Kebutuhan anggaran untuk 
Dana Siap Pakai dialokasikan oleh Kementerian Keuangan pada awal 
tahun anggaran. Namun kebutuhan dana penanganan darurat setiap 
tahun selalu melebihi dari yang sudah dialokasikan. Kekurangan dana 
penanganan darurat akan dicukupi dengan mengajukan usulan 
Anggaran Belanja Tambahan kepada Kementerian Keuangan. 

Anggaran Belanja Tambahan merupakan istilah yang digunakan 
oleh Kementerian Keuangan untuk tambahan anggaran yang 
dibutuhkan oleh kementerian/lembaga dalam menjalankan program 
dan kegiatan yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
pada tahun anggaran berjalan, berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, 
Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, 
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Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya 
(BA 999.08) dikategorikan sebagai bagian anggaran yang tidak 
dikelompokan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga, 
yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja 
pegawai, belanja barttuan sosial dan belanja lain-lain yang pagu 
anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran 
kementerian/lembaga. Dalam pasal 114 alokasi anggaran sub bagian 
anggaran bendahara umum negara, belanja lainnya terdiri atas: 
1. 	 belanjapegawai 
2. 	 belanja bantuan sosial 
3. 	 belanja lain-lain 

Berkaitan dengan hal tersebut eli atas, penyusunan Petunjuk 
Pelaksanaan mekanisme usulan Anggaran Belanja Tambahan sesuai 
dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor ,62 Tabun 2023 serta sebagai pedoman dalam melakukan 
pengusulan Anggaran Belanja Tambahan untuk mendukung 
penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

B. 	 Maksud dan Tujuan 

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan maksud sebagqi 
panduan bagi unit teknis di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana dalam mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan dari 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke Kementeriart Keuangan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran penanggulangan 
bencana. 

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk: 
1. 	 mewujudkan pengusulan Anggaran Belanja: Tambahan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2. 	 mewujudkan tertib administrasi dan keuangan da:lam pelaksanaan, 

serta tepat sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan; 
3. 	 menata dokumen usulan Anggaran Belanja Tambahan terarsip 

dengan rapi di tempat penyimpanan yang dapat di akses dengan 
cepat, bail< oleh stakeholders internal maupun eksternal dalam 
rangka perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi 
dan pelaporan keuangan, serta pengendalian anggaran; dan 

4. 	 mewujudkan transparansi dalam proses pengusulan Anggaran 
Belanja Tambahan dengan timeline yang jelas. 

c. 	 Ruang L~ngkup 

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi: 
1. 	 jenis-jenis anggaran belanja tambahan; 
2. 	 tata cara dan tahapan pengusulan anggaran belanja tambahan; dan 
3. 	 monitoring dan evaluasi. 

D. 	 Pengertian 

1. 	 Anggaran Belanja Tambahan yang selanjutnya disingkat ABT 
adalah tambahan anggaran yang dibutuhkan oleh 
kementerian/lembaga dalam menjalankan program dan kegiatan 
yang belum tercantum dalam rencana keIja dan anggaran pada 
tahun anggaran beIjalan. 

2. 	 Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang 
selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan 
pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan 



- 3 ­

pertimbangan adanya risiko bencana berdampak luas yang 
ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

3. 	 Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara 
umum negara. 

4. 	 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 
disingkat BA BUN adalah Bagian Anggaran yang tidak 
dikelompokkan dalam Bagian Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga. 

5. 	 Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya 
disingkat BA K/L adalah bagian anggaran yang menampung belanja 
pemerintah pusat yang pagu anggarannya dialokasikan pada 
kementerian negara/lembaga. 

6. 	 Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 
Lainnya (BA 999'.08) yang selanjutnya disebut SA 999.08 adalah 
sub bagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah 
pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, 
belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam 
BA K/L. 

7. 	 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DIPA .adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan 
sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan sebagaj pelaksanaan APBN. 

8. 	 Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK 
adalah dolrumen yang memuat uraian rencaI).a _kerja dan biaya yang 
diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh KPA sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari DIPA. 

9. 	 Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 yang 
selanjutnya disebut SP SABA 999.08 adalah dokumen alokasi 
anggaran yang ditetapkan untuk suatu kegiatan, yang dilakukan 
pergeseran anggaran belanjanya dari BA 999.08 ke BA KjL. 

10. 	 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian 
Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L adalah 
Inspektorat Jenderal/lnspektorat Utama/ Inspektorat atau nama 
lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan 
bertanggungjawab langsung kepada menteri/plmpinan lembaga 

11. 	 Rencana KeIja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang 
selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan 
tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target 
kinerja dari masing-masing kementerian negara/lembaga, yang 
disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 

12. 	 Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, 
barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada 
masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat 
dari kemungkinan teIjadinya risiko sosial, meningkatkan 
kemampuan ekonomi danl atau kesejahteraan masyarakat. 

13. 	 Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO merupakan 
Keluaran nil yang dihasilkan oleh unit kerja Kementerian / Lerribaga 
yang berfokus pada isu tertentu serta berkaitan langsung dengan 
tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian 
sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. 

14. 	 Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO adalah 
kumpulan atas rincian output yang disusun dengan 
mengelompokkan muatan rincian output yang sejenis atau 
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serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara 
sistematis. 

15. 	 Revisi Anggaran adalah perubahan RKA berupa penyesuaian 
rincian anggaran dan/ atau informasi Kinerja yang telah ditetapkan 
berdasarkan Undang-Undang mengenai APBN, termasuk revisi atas 
DIPA yang telah disahkan pada tahun anggaran berkenaan. 

16. 	 Laporan Hasil Reviu yang selanjutnya disingkat LHR adalah laporan 
yang disusun pada tingkatan unit akuntansi tertentu sebagai 
ga.buI1gaI1 dati canUall hasil reviu dan ikhtisar hasil revIU unit 
akuntansi di bawahnya. 

17. 	 Pemerintah Pusat yang setarrjutnya disebut Pemeri:ntah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
Pcmcrintaharr Ncgara Repuhlik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

18. 	 Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya 
disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non -<iepartemen sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

19. 	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPBD adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan 
penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 
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BABU 

PELAKSANAAN PENGUSULAN ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN 


A. Jenis-jenis Anggaran Belanja Tambahan 

Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan 
Penganggaran~ Pelaksanaan Anggaran secta Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan, pergeseran anggaran dari BA BUN ke BA K/L dilaksanakan 
melalui penerbitan SABA berdasarkan usulan Menteri/ Pimpinan 
Lembaga kepada Menteri Keuangan. Alokasi belanja Sub BA BUN belanja 
lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal113 ayat (1) menurut 
jenis belanja terdiri atas: 

1. BelanJa Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Sosia1 merupakan pengeluaran berupa 

transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah 
kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan teIjadinya risiko sosial, 
meningkatkan kemampuan ekonomi dan atau kesejahteraan 
masyarakat. Pengusulan ABT untuk belanja bantuan sosial 
disampaikan oleh unit teknis terkait di lingkungan 
BNPB/BPBD/K/L lain kepadGi Deputi Bidang Penanganan Daro.rat 
yang mengelola DSP dan kemudian diusulkan kepada Kepala BNPB 
c.q Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan. Pengusulan 
belanja bantuan sosial ini diperlukan apabila dana penanganan 
darurat di BNPB penyerapannya sudah tinggi namun di sisi 
intensitas kejadian bencana terus berlangsung mengalami 
peningkatan sedangkan ketersediaan dana penanganan darurat 
sudah sangat menipis sehingga dibutuhkan pengusulan tambahan 
dana penanganan darurat dalam bentuk dana siap pakai ke Menteri 
Keuangan. Dasar dari pengusulan tambahan dana penanganan 
darurat ini adalah proposal usulan dari Daerah yang terdampak 
bencana yang dilampiri dengan SK Tanggap Darurat dari Kepala 
Daerah yang ditujukan kepada Kepala BNPB c.q Deputi 
Penanganan Darurat. Selain uS-ulan dari Daerah, dasar pengusulan 
dana penanganan darurat juga dapat berasal dari 
Kementerian/Lembaga lain untuk mendukung penanganan darurat 
bencana sesuai dengan bidangnya. Usulan kebutuhan dana 
penanganan darurat dari Kementerian/Lembaga lain ke BNPB 
ditujukan kepada Kepala BNPB c.q Deputi Penanganan Danlrat. 

2. Belanja Pegawai 
Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik 

dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada 
pegawai pemenntah dalam maupun luar negen baik kepada pejabat 
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh 
pemerintah yang befum berstatus pegawai negeri sipil sebagai 
imbalan atas pekerjaan yang telah di1aksanakan dalam rangka 
untuk mendukung tugas flingsi unit organisasi pemerintah seIama 
periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 
pemoentukan modal. Pengusulan untuk belanja pegawai 
disampaikan oleh Biro Keuangan BNPB yang ditujukan kepada 
Sekretaris Utama BNPB untuk mendapatkan persetujuan Kepala 
BNPB. Pengusulan ini diperlukan apabila terjadi kekurangan 
belanja pegawai karena adanya perekrutan pegaWai barn sehingga 
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akan rnenambah jurnlah pegawai BNPB yang pada akhirnya 
berdampak pada kenaikan belanja pegawai untuk pernbayaran gaji 
dan tunjangan. Selain itu kekurangan gaji pegawai juga 
dimungkinkan apabila terdapat kebijakan kenaikan tunjangan 
kinerja BNPB sesuai dengan Peraturan Presiden yang diterbitkan 
terkait kenaikan tunjangan kinerja pegawai BNPB. Untuk rnenutupi 
kekurangan pembayaran belanja pegawai maka BNPB perlu untuk 
mengusulkan tarnbahan anggaran belanja pegawai ke Menteri 
Keuangan. 

3. Belanja Lain-Lain 
Belanja Lain-Lain merupakan pengeluaran yang digunakan 

untuk pernbayardl1 atas kewajiban pemerintah yang tidak rnasuk 
dalarn kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, 
belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja 
bantuan sosial. Pengusulan ABT untuk belanja lain-lain 
disarnpaikan oleh unit teknis terkait di lingkungan BNPB kepada 
Sekretaris Utama dan kemudian diusulkan kepada Kepala BNPB 
untuk mendapatkan persetujuan. Usulan ini untuk mengakomodir 
adanya kebutuhan anggaran yang timbul karena adanya arahan 
atau kebijakan bam baik dari Presiden maupun dari Kepala BNPB 
namun anggarannya belum tertampung dalam DIPA BNPB tahun 
berjalan. Adapun tambahan anggaran belanja lainnya yang pernah 
diusulkan oleh BNPB yaitu pelaksanaan Global Platform for Disaster 
Risk Reduction ~e-7 Tabun 2022 dengap dasar ~eputusan presidell 
Nomor 20 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan 
Paltform Global untuk Pe:Q.gurangan Risjko J3encaIlp.. 

Adapun yang akan dibahas lebih rind pada petunjuk pelaksanaan 
ini adalah terkait dengan pelaksanaan pengusulan ABT untuk belanja 
bantuan sosial, karena intensitas pengusulan ABT ini lebih sering 
dibandingkan dengan usulan tarnbahan untuk belanja pegawai dan 
belanja lain-lain. 

B. 	 Tata Cara dan Tahapan Pengusulan ABT 
Tata cara pengusulan ABT dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Tata Cara Pengusulan ABT 

Adapun tahapan pengusulan ABT dijelaskan sebagai berikut: 
1. 	 Permohonan Usulan ABT 

Tahapan pengusulan ABT diawali dengan adanya 
permohonan dari Unit Teknis atau stakeholders terkait. Tanpa 
adanya permohonan, maka kegiatan ini tidak akan terlaksana. 
Adapun dokumen pengusulan yang hams disiapkan oleh pemohon 
adalah sebagai berikut: 
a. 	 Surat permohonan 

Surat permohonan atau Nota Dinas perihal penambahan 
anggaran ditandatangani oleh Eselon I terkait yang ditujukan 
kepada Kepala BNPB dengan menggunakan Format 1. 

b. 	 Kerangka Acuan Kerja (KAK) I Term ofReference (TOR) 
Dalam KAK/TOR ini disampaikan latar belakang, maksud dan 
tujuan, serta hal lain yang menjadi bahan pertimbangan dari 
perrnohonan ABT yang diusulkan sesuai dengan Format 2. 

c. 	 Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Rindan kebutuhan penambahan anggaran untuk penanganan 
damrat dengan menggunakan Format 3. 

d. 	 Surat Pernyataan Hasil Optimalisasi dalam hal usulan 
tambahan anggaran berkaitan dengan penggunaan cadangan 
belanja pegawai danlatau cadangan keperluan mendesak 
sesuai Format 8. ­

e. 	 Surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran dan 
melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan sesuai Format 9. 

http:Pe,encan.Jn
http:Perl!nCilna.sn
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f. 	 LHR APIP BNPB terhadap usulan tambahan anggaran sesuai 
Format 6. 

g. 	 Rincian distribusi Alokasi Usulan Tambahan Anggaran per 
program/ per unit/provinsi/satker sesuai Format 10. 

h. 	 Realisasi kinerja anggaran atas tambahan anggaran dati BA 
BUN Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya 
danI atau tahap sebelumnya pada tahun berjalan sesuai 
Format 11. 

i. 	 Surat pernyataan telah dilakukan penelitian kelengkapan 
dokumen sesuai Format 12. 

j. 	 Sural UsuIan ·Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh 
Sestama/Pejabat Eselon I, sesuai Format 13. 

k. 	 Surat Pernyataan PeJabat Eselon I, sesuai Format 14. 
1. 	 Dokumen terkait lainnya Uika ada) misalnya: Instruksi 

Presiden, hasil rapat tingkat menteri, hasil verifikasi BPKP, 
hasil audit BPK dalam hal usulan tambahan anggaran untuk 
kegiatan yang telah dilaksanakan, data penerima bantuan, dan 
lain-lain. 

2. Veriflkasi Dokumen Usulan ABT 
Veriflkasi dilakukan oleh Tim Biro Perencanaan BNPB, 

meliputi kesesuaian dokumen kelengkapan penambahan anggaran 
berdasarkan sya.rat dan keten tuan yang telah ditetapkan. Tim 
melakukan verifikasi dokumen dengan menggunakan kertas kerja 
sesuai Format 4r Jika dolrumen dinyatakan memenuhi syarat, maka 
dibuatkan nota dinas permohonan reviu usulan ABT yang 
ditujukan kepada Inspektur Utama BNPB dengan menggunakan 
Format 5. 

Hasil (outpu~ dari tahapan verifikasi dokumen usulan ABT ini 
adalah: 
a. 	 Kertas kerja verifikasi dokumen usulan ABT sesuai Format 4; 
b. 	 Nota dinas permohonan reviu usulan ABT kepada Inspektur 

utama BNPB yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPB 
sesuai Format 5. 

3. 	 Penelaahan Internal Usulan ABT 
Proses penelaahan (reviu) internal dilakukan oleh Tim APIP 

Inspektorat Utama BNPB bersama tim Biro Perencanaan dan Tim 
Pengelola DSP atas usulan pennohonan penambahan anggaran 
berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Hasil (output) dari tahapan penelaahan internal usulan ABT 
ini adalah: 
a. 	 surat hasil reviu; 
b. 	 LHR; dan 
c. 	 catatan hasil reviu. 

4. 	 Pengusulan ABT 
Tim Biro Perencanaan membuat surat permohonan 

penambahan anggaran untuk penanganan darurat bencana yang 
ditandatangani oleh Kepala BNPB dan ditujukan kepada 
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran. 

Hasil '(output) dari tahapan pengusulan ABT ini adalah Surat 
permohonan penambahan anggaran sesuai Format 7 yang 
dilengkapi dengan: 
a. 	 KAK/TOR; 
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b. 	 Surat Pernyataan Hasil Optimalisasi dalam hal usulan 
tambahan anggaran berkaitan dengan penggunaan cadangan 
belanja pegawai danfatau cadangan keperluan mendesak; 

c. 	 Surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran dan 
melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan; 

d. 	 LHR APIP terhadap usulan tambahan anggaran; 
e. 	 Rincian distribusi Alokasi Usulan Tambahan Anggaran per 

program/ per unit/provinsi/satker; 
f. 	 Realisasi kinerja anggaran atas tambahan anggaran dati BA 

BUN Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya 
dan/atau tahap' sebelumnya pada tahun berjalan; 

g. 	 Surat pemyataan telah dilakukan penelitian kelengkapan 
dokumen; 

h. 	 Surat Usulan Revisi Anggaran yang ditandatangani oleh 
Sestama/Pejabat Eselon I; 

i. 	 Surat Pernyataan Pejabat Eselon I; 
j. 	 Dokumen terkait lainnya Uika ada). 

5. 	 Penelaahan Usulan ABT oleh Pihak eksternal 
Proses penelaahan eksternal dimaksud adalah penelaahan 

yang dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 
2.2. 

~= IProses Penelaahan ABT 

DJA menyampIIIkan 
sum pernberilIhuan 

ilium kapIda KA. clan KA. 
~ 

makJimal2 (cUI) har1 
keIja eeteIM IUf'8t 
~ 

Proses 

Dalam hal berdasarbn hasll penelaahan terda~t kekuranpn dokumen pendukunl dlluar 12 dokuman vans dlpersyaratkan. 
[ KlL menyampalklln kekuranpn dokumen pendukurll IfIIl__ 2 (duI) han h nel h., 

Gambar 2.2. Proses Penelaahan ABT oleh Tim Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kementerian Keuangan 

6. 	 Tindak lanjut hasil penelaahan eksternal 
Proses ini dilakukan ketika berdasarkan hasil penelaahan 

Tim Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 
dinyatakan bahwa dokumen tidak lengkap yang disampaikan 
meialul surat pemberitahuan. Tim Biro Perencanaan melengkapi 
kekurangan dokumen sesuai arahan Tim Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kementerian Keuangan dalam waktu 2 (dua) hari kerja 
setelah surat disampaikan dan menyampaikan kembali kepada Tim 
Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan untuk 
diproses lebih lanjut. 
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Hasil routpu~ dari tahapan tindak lanjut hasil penelaahan 
ekstemal ini adalah: 
a. 	 Dokumen KAK/TOR yang telah diperbaiki/dilengkapi; 
b. 	 Dokumen RAE yang telah diperbaiki/dilengkapi; 
c. 	 Dokumen: peI1dukung 1ainnya yang telah 

diperbaiki/dilengkapi. 

7. 	 Penetapan SABA 
Surat Penetapan Satuan Anggaran Belanja Anggaran yang 

selanjutnya disingkat SP SABA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 
Anggaran, Kementerian Keuarrgan setela:h mdalui proses 
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

;;:~ .1Proses Penerbitan SABA 

Gambar 2.3. Proses Penemitan SABA 

8. 	 Tindak lanjut hasil penetapan SABA 
Proses selanjutnya setelah SP SABA diterima, maka Tim Biro 

Perencanaan BNPB dan unit tekI1is terkait menindaklanjuti hasil 
penetapan SABA dengan menyusun sebagai berikut: 
a. 	 KAK/'fOR dala:m rangka revfsi a:rrggaran ya:ng tetah 

disesuaikan dengan menggunakan Format 2; 
b. 	 RAB dalam rangka: revisi' anggaran yang teiah di'sesuatkan 

dengan menggunakan Fonnat 3; 
c. 	 Matriks semula-menjadi dalam rangka usulan revisi anggaran. 
d. 	 Nota dinas permohonan reviu usulan revisi anggaran 

berdasarkan SP SABA kepada Inspektur utama BNPB yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPB dengan 
menggunakan Format 5. 

Hasil (.outp-u~ dari tahapan tindak lanjut hasil penetapan 
SABA ini adalah: 
a. 	 Dokumen KAK/TOR yang telah dise.Suaikan; 
b. 	 RAB yang telah disesuaikan; 
c. 	 Matriks Semula-Menjadi; 
d. 	 Nota dinas pennohonan reviu usulan revisi anggaran. 
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9. Penelaahan Internal Usulan Revisi Anggaran 
Proses penelaahan (reviu) internal dilakukan oleh Tim APIP 

Inspektorat Utama BNPB, Tim Biro Perencanaan dan atau unit 
teknis terkait atas usulan revisi anggaran berdasarkan syarat dan 
ketentuan yang berlaku. 

Hasil (outpu~ dari tahapan penelaahan internal usulan revisi 
anggaran ini adal"ah: 
a. surat hasil reviu; 
b. LHR; clan 
c. catatan hasil reviu. 

10. Pengusulan revisi anggaran 
Langkah selanjutnya Tim Biro Perencanaan BNPB menyusun 

surat pengajuan revisi anggaran yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Utama beserta dakumen kelengkapannya dan 
mengajukannya kepada Direktorat Jenderal Anggaran, 
Kementerian Keuangan. 

Hasil (outpu~ dari tahapan pengusulan revisi anggaran 1m 

adalah surat pengajuan revisi anggaran yang tc1ah ditandatangani 
oleh Kepala BNPB dengan menggunakan Format 13. Adapun 
dokumen kelengkapannya antara lain: 
a. Dokumen KAK/TOR usulan revisi anggaran; 

b.. RJ\,B;, 

c. Matriks Semula-Menjadi; 
d. SP SABA. 

11. Penelaahan Eksternal Usulan Revisi Anggaran 
Pada tahapan ini proses penelaahan eksternal usulan revisi 

anggaran dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal An.ggaran, 
Kementerian Keuangan setelah surat pengajuan revisi beserta 
dokumen kelengkapannya dari BNPB diterima. Proses penelaahan 
dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada 
Kementerian Keuangan. 

I 

L------.l1+­
\,........:::::..::.-----' 

Gambar2.4. Proses Revisi Anggaran 
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12. 	 Pengesahan Revisi Anggaran 
Pengesahan revisi anggaran diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran setelah surat 
pengajuan revisi beserta dokumen kelengkapannya dinyatakan 
merrtenuhi syaraf. 

Hasil (outpu~ dari tahapan pengesahan revisi anggaran ini, 
antara lain: 
a. 	 Surat Pengesahan Revisi Anggaran 
h. 	 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
c. 	 RKA K/L 
d. 	 PetunjukOperasional Kegiatan (POK) 

13. 	 Penerimaan Dokumen Pengesahan Revisi Anggaran 
Dokumen pengesahan revisi anggaran diterima oleh Tim Biro 

Perencanaan BNPB, yaitu: Surat Pengesahan Revisi Anggaran, 
DIPA, RKA K/L, dan POK. Biro Perencanaan BNPB membuat nota 
dinas penyampaian dokumen pengesahan revisi anggaran kepada 
unit ketja terkait selaku pemohon dan dokumen tersebut menjadi 
dasar pelaksanaan kegiatan. 

C. Monitoring dan Evaluasi 
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menganalisis 

hasil akhir dari proses pelaksanaan mekanisme usulan Anggaran 
Belanja Tambahan (ABT). HasH analisis tersebut menjadi bahan 
pengambilan keputusan pada proses pelaksanaan mekanisme usulan 
ABT ke depan. 

Moniforing dan evaluasi dilakuka.rt oleh Tim Monitoring dan 
Evaluasi Biro Perencanaan BNPB sejak proses tahapan pelaksanaan 
sampai dengan penggunaan ABT yang menjadi kewenangan BNPB. 
Monitoring dan evaluasi pada proses tahapan pelaksanaan, meliputi: 
permohonan dari unit ketja terkait, verifikasi dokumen, penelaahan 
internal, pengusulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 
Anggaran, pcneiaahan eksternal- bersama tim Direktorat Jcnderal 
Anggaran, Kementerian Keuangan, tindak lanjut hasil penelaahan 
eksternal, tindak lanjut hasil penetapan SABA, pengusulan revisi 
anggaran, dan pengesahan revisi anggaran. Sedangkan monitoring dan 
evaluasi terhadap penggunaan ABT dilaksanakan oleh Tim APIP 
Inspektorat Utama BNPB dan Tim Monitoring dan Evaluasi Biro 
Perencanaan BNPB. 

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk: 
1. 	 memastikan proses pelaksanaan mekanisme usulan ABT 

dilaksanakan secara selektif, efektif, efisien, tertib administrasi, dan 
transparan; 

2. 	 memastikan pelaksanaan penggunaan ABT tepat sasaran dan dapat 
dipertanggungjawabkan (aku,ntabel); 

3. 	 mendapatkan umpan balik (feedback) atas proses pelaksanaan 
mekanisme usulan ABT dan penggunaan AST, sehingga 
pelaksanaan ke depan menjadi lebih baik. 

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 
Tim Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan BNPB meliputi: 
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan 
pendokumentasian. 

http:dilakuka.rt
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1. 	 Perencanaan 
Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan setiap ada 
usulan MIT barn dar~i proses pengusulan sampai terbit -revisi DfPA 
yang dilaksanakan setiap bulan. 

2. 	 Persiapan 
Melaksanakan penyusunan daftar pertanyaan yang akan 
ditanyakan dalam wawancara dan rnenyusun -angket untuk 
kuesioner. 

3. 	 Pclaksanaan 
Metode pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi 
dilaksanakan melalui pengamatarr langsung, wawancara, dan 
kuesioner. 

4. 	 Pelaporan 
Setiap kegiatan monitoring dan evaluasi terkait ABT dituangkan 
dalam bentuk laporan bulanan. 

5. 	 Pendokumentasian 
Laporan dan dokumentasi hasil monitoring dan evaluasidisimpan 
atau diarsipkan dalam dokumen digital dan hardcopy. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal18 Agustus 2023 

SEKRETARIS UTAMA, 

RUSTIAN 
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LAMPlRAN 
PETUNJUKPELAKSANAAN 
MEKANISME USULAN ANGGARAN 
BELANJA TAMBAHAN 
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL 
PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR ... TAHUN 2023 

FORMAT KELENGKAPAN USULAN ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN 

1. 	 Fonnat Surat Usulan ABT yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR: ....... .1....... .I....... .I... ..... . 

Yth. 
Dari 
Hat 
Lampiran 
Tangg9l 

: Kepara SNPS 

(1) ...... ............. ..... .... .. .. .. .... ... ... ..... ..... ..... ............... ........ ... .. .. ... ........................... . 


.. ... .. ............... .. (2)Rp ............... ( ....... ....... .................................. ..... .. ............. .. .. .. . 


.. ................. ..... ........................... ..... ... .......................... .... ) dengan melampirkan: 

(3) 
1. 	 Kerangka Acuan Kerja (KAK) 
2. 	 Rincian Anggaran Blaya (RAB) 
3. 	 -Surat P'emyataan 
4. 	 Dokumen pendukung 

Demikian disampaikan ..... ... ..... ... .............................................. .......... ......... . 

Nama Pejabat Eselon I 
Tembusan: 
1. 	 Sekretaris Utama 
2. 	 Inspektur Utama 
3. 	 K~pala Biro Perencanaan 

p, etun'uk pengisian s. ural U tsuanABT: 
No Uraian 
(1 
(2 

Oasar Usulan 
Usulan Kebutuhan Anggaran 

(3 Dokumen Kelengkapan 



I 
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2. Format Kerangka Acuan Ketja (KAK)J Term ofReference (TOR) 

\. Y 

n 

, ,, . 

OJ 

.........( 1 I 

...... (I ) 

.... I 

0 .. •••••. •.. ... .• • .. (11) 

1\ mt"n tr: an n 

In 

~, 

o 

f. 

........ ,............ .............. ....... ... 0 1 


.......................................... 


....................................n •• 
ll) 

l. 	 ......... . ) 


1. .. 

t. 

:l................. . 


....... -. .................. .............. (1 11 


J. 	 ........................................ .. 

.• • .... ...... . IIJ) 

_ .......... (I 


."'-" ...... " 
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Petunjuk Pengisian Kerangka Acuan Ketja (KAK}/Tenn ofReference (TOR): 
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3. FonnatRencana Anggaran Biaya (RAB) 

RI 

.••.. .••••. ­ ....• . r I 
__ •••••••• · w · •••• 121 

131 

~, 

• 


. I I 

. (1 



- 18 -

Petunjuk Pengisian Rencana Anggaran Biaya (RAB): 

No Uraian 
~~. - -C"'. 

( 1) Oiisi nama Kemcnterian negara/ Lembaga. 

(2) roiisi nama unit ese[on II/Satker sebagai penanggung 

~awab/pelaksana Kegiatan. 

(3) iDiisi na ma Kegiatan sesuai dengan dOkumen Rcnja K/ L. 

(4) lDiisi Sasaran Kegiatan yang didukung Klasifikasi Rindan 

[output. 

(5) Diisi Indikator Sasaran Kegiatan. 

(6) Diisi nama/ uraian mengenai identitas dari setiap Klasifikasi 

Rincian Output. 

(7) Oiisi fndika tor Klasifikasi Rincia n Output. (opsional) 

(8) Diisi mengenai jumlah/ banyaknya kuantitas Klasiflkasi Rincian 

K,)utput yang dihasilkan. 

(9) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan delam 

rangka pengukuran kuantitas Klasifikasi Rindan Output sesuai 

~engan karakteristiknya. 
I 

(10) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian 

Klasifikasi Rindan Output. 

(11) Dii5i dengan nama KPA/penanggungjawab Kegiatan. 

( 12) lOiisi dengan NIP/NRP KPA/penanggungjawab Kegiatan. 
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4. Kertas kerja verifikasi dokumen usulan ABT 

ASf'lEK YANG 
DITELAAH 

KRITERIA 
PENELAAHAN 

MEMENUHI KRITERIA CHECKLIST KETERANGAN 

Nota Dinas Memeriksa Nota 
Dinas Usulan 
PengajuanABT 
ditandatangani oleh 
Pejabat Eselon I 

Nota Dinas Pengajuan 
ABT ditandatangani oleh 
Pejabat Eselon I kepada 
Kepala BNPB C0 

Menyebutkan Dalam nota dinas 
a~an/dasar hukum menyampaikan 

acuan/dasar hukum 
pengusulan ABT 

Menyebutkan 
anggaran 

Dalam nota dinas 
menyampaikan anggar.an 
yang dibutuhkan 

Menyebutkan daftar 
dokumen yang 
disertakan 

Delam nota dinas 
menyampaikan daftar 
dokumen yang disertakan 

Kelengkapan Memeriksa TOR Sistematika Penulisan 
Dokumen sesuai format yang 

ditetapkan 
TOR sudah sesuai 
dengan PMK 62 Tahun 
2023 

Memeriksa RAB Sistematika Penulisan 
. sesuat format yang RAe'Stldah sesuai 
ditetapkan dengan PMK 62 Tahun 

2023 

Memeriksa 
Ookumen 
Pendukung Lainnya 

Terdapat dokumen 
pendukung pengajuan 
usulan ABT 

Muatan lOR Outline lOR Judul tOR 
mencantumkan 
Nomenk~atur Rinclan 
Output, dan tahun 
anggaran. Sasaran 
Program dan sasaran 
kegiatan beserta 
indikatomya sudah sesuai 
dengan Renstra. KRO 
dan RO beserta 
indikatornya sudah sesuai 
dengan Renja. Target dan 
satuan ~ah sesuai 
dengan Renja. 

DasarHukum Pada dasar hukum 
mencantumkan aturan 
terkait k~iatan yang akan 
dilaksanakan 

Gambelran Umum Pads Gambaran Umuni 
perlu diberikan 
penjelasan/definisi/peng.er 
tian mengenai kegiatan 
yang akan dilaksanakan 
dan Urgensi kegiatan 
tersebut perlu 
dilaksanakan 
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ASPEKYANG 
DITELAAH 

KRITERIA 
PENELAAHAN 

MEMENUHI KRITERIA CHECKLIST KETERANGAN 

Penerima Manfaat Manfaat perlu dijelaskan 
yang diterima Pemerintah 
PusaUPemerintah 
Daerah/Masyarakat 
masing-rnasingberupa 
apa 

Metoda Pada metode 
pelaksanaan perlu dirinci 
daftar kegiatan yang 
menggunakan metode 
swakelola dan kontraktual 

Strategi Perlu diurai tahan-
Pelaksanaan tahapan kegiatan yang 
Kagiatan meliputi definisi, jumlah 

pertemuan, output antara 
yang dihasilkan dan 
biaya-biaya yang timbul 

Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan 

Menyusun Tabel waktu 
Pelaksanaan kegiatan 
yang berisi tahapan­
tahapan pelaksanaan 
secara keseluruhan dan 
mencantumkan RPD 

Muatan RAB Memeriksa 
kelayakan 
anggaran untuk 
menghasilkan suatu 
keluaran (output 
kegiatan) 

Anggaran yang 
dialokasikan mengacu 
pada standartertentu, jika 
tidak mengacu perlu 
dilihat kewajaran 
pengarokasian anggaran 

Memeriksa 
kepatuhan dalam 
penerapan SBM 
dan SBK 

Rincian Anggaran yang 
dialokasikan maksimal 
sesuai dengan SBM/SBK 

Memeriksa 
ketepatan 
penggunaan akun 
belanja 

Tepat dalam 
menggunakan akun 
sesuai dengan bagan 
akun standar 
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5. Fonnat Nota Dinas Permohonan Reviu APIP 

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 
NOMOR: ....... .1....... .1 ..... .. .1 ... ..... . 

Yth . 
Dan 
.Hat 
Lampiran 
Tanggal 

: Inspektur Utama 

: Permohonan Reviu APIP 

(1) ............................ ...... .................... .. .. .. ........ . ..... ... ... ..... ..... ... .. .. .... .. .... . 


........................ (2)Rp........... .. .. (......................................................................... .. 


......................................... ............................................... .. ..). 

Berkaitan dengan hal tersebut, mahan perkenan Inspektarat Utama untuk melakukan 

reviu API? atas usulan dimaksud, dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja {-KAK) dan 
Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.(3). 

Demikian disampaikao, atas .perhatiao dan ke~asamanya d~ucapkan terimakasih. 

Sekretaris Utama 

TembtJsan: 

Kepala Biro Perencanaan (sebagai laparan) 


Petunjuk Pengisian Surat Usulan ABT 

No Urman 
1) Dasar Usulan 
2) Usulan Kebutuhan Angg.aran 

'3) Dakumen Kelengkapan 
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6. Format Laporan Hasil Reviu (LHR) Aparat Pengawas Internal Pemerintah 
(APIP) K/L terhadap usulan tambahan anggaran 

LOGO ( I) KEMENTERIAN/LEMBAGA ..... .... .. .. ..... .. .. ... ... .... ........ (2) 
(NSPEKTORAi JENDERAL/iNSPEKTORAT UTAMA.. .. (3) KOP KjL 
Alamat .. .. .. .. .... .. ..... ... . .. .. .... ... ..... .. .. .. .... ..... . ... .. ... .... .... 4) 

NOIDor ;XX (tanggal-bulan-tahun) 
Sira t. : Segera 
LampiraD 
Hal ; Hasil Reviu atas UsuJan Rcvisi Anggaran 

Ytil. St:k:relaris Jcndcral/St:'k:re taris Ulama/Sekrclaris, Pcjabal Esclon 1.. ... .. (5) 
di tempat 

8erkenaan dengan Sura l Sekreta ris J nderal/Sek:ret ris Vtam / Sekretarl / 
Pejabat Esoelon I ... . (6) ~omor .... f7l yang diterima secara iengkap pada tanggal ...... (8), 

ber m a ini k"ami sampaikan hasil reviu sebagai beTikut: 
1. 	 U~ulan Revisi An~aran dt.'nRa n ';n ian. sehagal berikut: 

s.. Tema Rcvisi Anggaran: ... .... ... (9 ); 
b. 	 Ta ts Cara Rl'", j i Anggarau : ... (LO, ; 
c. 	 Rc"isi Anggaran menyebabkan penClmbahanjpengurangan Pagu Anggaran 

sebesar Rp . ........ .. .. . .. ............. ( 11); 
d. 	 Salker: ..... . .. .. ..................... .. ( 12). 


2. 	 SUrat usulan Rc\;si Anggaran-tersebut ciia tas Lelah dHamptn da ta dukung be.rupa: 
a........ " .. . ... .. .................... .. ..... ... . .. ; dan 

b... .. .. .... ... .. ... .. . ...... .. .... .. .. ...... . ( 13J. 


3. 	Adnpun pertjmbangan dilukukannya Re\-isi Anggaran ad.uah .... . (14). 

4. 	 Herd kan reviu yang t lab dilakukan. tidak terda pa l hal-hal ang m embuat karol 
yakin bahwausulan Revisi Anggaran terkait .. ... .. 051 5 bcsar Rp ...... (16) tidak 
8e6u al dengan Peraturan Mcnteri Kcuangan XXjPMK.02/20X)( tentang 
Penmcanaan Anggaran. Pelaksanaan Anggaran. serta Akuntansi dan Pelapo.ran 
Keuangan. 

Kruni menyampaikan terima ka8ih iltns kcrja samaselama proses reviu kepada 
pcjabat/pcgawai pada Sckrelans Jenderal/SekretariR Utama/Sckretaris/Pejabat 
I::sel n I .. .. .... 117). 

Dernikian karoj mpaikan. atas perhatian Saudara/i disampA.Lk~ n tenma kas ih. 
a .n. 	Inspektur Jenderal 

InspektUJI ... . .. . ............. tl8) 

.... .. ......... .... .. , ........ ......... (19) 


NIP/NRP...... ....... .. . .. . .. .... (20) 

Tembusan: 
I . 	 Inspektur Utamallnspektur Jcndccu.l/Pimpinan APIP .. ... : 
2. 	 Sekte"tans Jendeml/Sekretaris UtamajSekrelans /Pejabat J:.:selon f; (21) 
3. 	 Kepala Biro Pcrencanaan ... . . 
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Petunjuk Pengisian Laporan Hasil Reviu (LHR) Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah (APIP) KjL terhadap usulan tambahan anggaran: 

r-

NO. URAlAN ISIA.~ 

(1) Diisi dengun logo Kementerian/ Lembaga. 

(2) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/ Lcmbaga. 

(3) Diisi dengan Unit APIP K/L. 

(4) Diisi dcngan a t. m t APIP K/ L. 

(5) Diisi dengan unit e.selon I pcngusul Revisi Angg-dfRn. 

I ~) Diis i dengan unit eselon I pengusul Revisi Anggaran . 

(7) Dijsi dengan nomoT surat usuJan Revisi Anggamn yang diajukan olch unit 
es ton L 

(8) Diisi dengan tan ggal pcn rimaan dokumen pendukung usulan Revisi 
Angg ran seeara lengkap. 

(9) Diisi dcngan terna Revisi Anggaran, contohnya: peruhahan anggarnn bcl~ nja 
yang bersumber dari PNBP, perubahan anggaran yang bersumber dari 
pinjaman / hibah luar Degen , usulan KRO/ RO baru, dan scjcnisnya, 

(10) Diisi detlgan 'tata cara Revisi Anggaran, contohnya: pergescrun anggaran 
an.tar: Program, perg semn anggaran antar-KRO/RO anlar-KanwiJ DJPB. dan I 
s ~ filsn . 

I 
(1 )) Diisi dengan nominal penarnbahan/pengurangan anggatan. 

(12) Diisi d ' ngan uroian Batker yang mengaia mi Revis i Anggaran. I 
(1 3) Diisi dengan dokumen pendllkung lainnY3 k " R"Anter rut CVlSl ggaran yang II 

dilakuk~m . 

(1 4) Diisi dengan 1IlaS3nl pertimbangan sesuai dengan surat usnlun Rev i~i 

Anggaran. 
t­

(1~) OiL i dengan jenis Revisi Anggaran yung dilaksanakan. 

(16) Oiisi d "ngan nominal Revisi Anggaran. 

(1 7) Diisi dengan unit cselon I Pengusul Revisi Anggaran . 

Diisi dcnga n J8batan eselon U nng rn nanda tangani surat hasil reviu alas 
nama (nspcktu r ,Jend -oraI / Pimpinan APIP K/I•. 

(L8) 

(19) Diisi dengan nama Inspcktur/ Pejabat Eselon II penanda tangan sural ha!4il 
reviu usttlan Rcvisi Anggaran Unit Eselon I. 

(20) Diisi dcngan NIPj NRP Inspeknlr/Pejabat Eselon IT penilnda tangan su rat 
hasil reviu usulcm Revisi Anggarlln unit {~selon " 

Diisi,dengan Pimpinan APIP K/ C, Pemimpin Unit Eselon 1yang mengajuk n 
Revisi Anggaro.n. dan Pimpinan Unit Perencanaan K mcnt rian/ Lembaga. 

(2 1) 
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7. Fonnat Surat Perrnohonan Penarnbahan Anggaran ke Direktorat J enderal 
Anggaran 

Kop Surat Kepala BNPB 

Nomor ... ... .1 ... .... .12023 
Sifat 
Lampiran : 
Hal 

Yth. Menteri Kelfangan 

di-


Tempat 


(1) ................................................................................................ ... .. .. ... . . 


Berkaitan dengan hal ~rs~blJt. kami m~ngt.J§IJLkan kepad!3 BS!PpkllplJ Menteri 
Keuangan Anggaran Belanja Tambahan sebesar (2) 
Rp......................(.......................................................................................... 
.... ....... ............... ..... .................. .. ). yang dialokasikan pada DIPA BNPB TA 
(3).......dengan data dukung sebagai berikut: 

1........................... ...... ... ........ ....... (4) 

2................................................... 


Demikian permohonan iot kamj sampaikan, ,a.tas p.erhatian dan perkenan ,lbu/Bapak 
Menteri Keuangan diucapkan terima kasih. 


Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 


rrembusan: 

~irektur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan 


Petunjuk Pengisian Surat Usulan ABT 

No Uraian 

(1 ) Dasar Acuan 

(2) Usulan Kebutuhan Anggaran 

(3) Tahun Anggaran 

(4) DokumeA Kelengkapan 



- 25­

8. Format Surat Pemyataan HasH Optimalisasi Anggaran 

... 

......... . .. .. .. ... ..... 

2/ } 

3 1 KOP K / L 

AI ..... .. .. .. .. ... ..... -................. .. .., 
" O R . .. ...... _. .. .. .. 

II .Jib.. ini. ~ 

..1 ) 

: .. .... .. ... .. ... ..... ..... -.... . . .. . 17 1 

................. .. .. .. . .. . l tlI 

ASI 

Dcn~ iuj men at.a.ki , d .I) t rta n n g j . :wa b r;e lra pcnuh atJu hill · h al se • i 
benk e 

L 

2 . 

4 . 

5. 

l.>cmiklan. r.st f\'Cm . 

tan mt:llde .k daJ."l h ".n 

.k dj b wo.h tclc nnn . 

• 
.... ... .... . . . .... .... .. .. ... .. .....(17) 


........ . .... .. . .. p H) 


.. .. ........ .. .. .. ..... .. ·· .. .. ·· Clq) 


N IP I R P . .. . ........... . .....(20 1 




--
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Petunjuk Pengisian Surat pemyataan Hasil OptimaIisasi Anggaran: 

INo· 1 URAJAN rSIAN 
I 

Diis! dengan logo Kemen terian/Lembaga. I(1) 

Diisi d nglln nomenkla tur Kementerian / Lembaga . (2) 
Oiisi d n ' an Unit Eselon 1 pengusul Revis i Anggaran. 


-

(3) 

Oii!ti dengan a lamat Unit Eselon 1.(4) 

DHsi dengan nomor surat pernyataan.(5) 

Oiisi dengan nama Pejaba t Ese lon I. 


(7') 


(6) 

Diisi dengan NrP/NRP Peja bat .Esdun I. 

Dusi d ngan jaoota.n P 'aOOt Esdon I.(8) 

Diisi dengan n rna K/ L. (9) 

Diisi dengan jumlah aloka i ha sil optimalis s il cost sharing 


(11} 


(10) 

Diisi dengan na ma program yang diusulkan. 

Diisi dc:ngan n rna KRO yang diusulkan.(1 2) 
1­ - Diisi dengan mUll RO yan g diusulkan.( 13) 
r-

OiJsi dc:.-ngan jumJah aJokas i yang dih mat pada RO.(14) 

Oils i dengan jumlah total alokasi yang dibutuhk~ unluk kE.giatan yang 
diusulkan . 

(1 5) 

Oiisi dcngan jum]ah a lokasi yang diusulkan sebagai tambaha n 
angga.ran kepada Mentl ri Keuan ail. 

(16) 

Diisi dengan t mpat dun tanggaJ urat pernyataan, 


Oiisi dengan jahatan Peja bat Eselon 1. 


(17) 

(18' 
Diisi dengan nama dan tRnda t' mgan P -jabat Eselon I.(191 

Diisi dengan NRP/NlP Pc:ja bat E Ion I. (2 01 

Diisi dengan met'! raj sesua i k -tentuan.(21) 
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9. 	 Fonnat Surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran dan 
melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan 

LOGO (1) 	 KEMENTE RIAN I L E:MHAOA ..... . ..... - ......... ·121 } 


UNIT ESELON L ....... .. __ ..... ... ..... . ... .. ... .. ... (31 KOP K/L 


AlamaL...... . . . ... ..... . ....... . ........... . ..... . ......... (4' 


8URAT PERI"IYATAAN 


KESANGGUPAN MENYERAP ANGOARAN DAN MF.LAJ{SANAKAN KeGlATAN 


PAD'" T .'\HUN BERJALAN 


NOMOR .. .. ..... .. . .. .. ........ ..... ..... .. ... (5) 


Yang bcrbmda tangQ.n . dibawah ina: 

NillllQ 	 : ............... .. . . . ,. .. ........ , . ... f6) 


NIP/NRP 	 : ..... .. ....................._........(7) 


Jabatan 	 : ........................... .. .... , ... (8) 


Dellgan ini m ('nyatnkan dan bertWlg.I(U~jawab~~a.tA. pe'nuh atas hal ~hnl 

sebogru bc.rikut: 

I. 	 UsulcUl tambahan anggaran yang diu~\llkHn rn~rupaklln kcgiatan mcndcsak 
yUllg harus dilakHuntlka n. 

2. 	 D a ltun hal usulaTl tambahan nnggaran suduh dipenuhi pada DIPA k am .J ses-uw 
d e n gltn (wit dan program yang tclah kami u8ulkan, mak.."l karni sanggup 
menyerap aIlsgru-an d iUl m.e-lMs:'.J.nakan k egiatan 8C8Uai dengan yang 
dircncanakan pada tabun Il.nggaran beIjalWl. 

3. 	 Apabila di kemudian hwi t.cmyata pernyataan in i u d ak bennr . soya bcnredia 
rneneC"irna segnla risiko dan kose kue n sinya sc"slHudcngan' tugas dan w'e.w en a ng 
aaya. 

Dcmikian sural p e rnyalM l1 m i dibuat den~ scbcnarnya, d cdam keadaan 
sadar dan tidak d i bfJWah tekll.llan . 

. .. ______ .. __ .• ____ ....... ... ........ (9) 


..... .. ....... . ...... __ .__ .. , .. __ .. (10) 


E J
... ..... ...... . .. __ .. ____ .......... ( It} 


NlP,lNRP, .......... " .. . " . .. .. . (12) 


Petunjuk Pengisian Surat pernyataan kesanggupan menyerap anggaran dan 
melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan: 

-
NO. URAlAN ISIAN 

(1) Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga. 

(2) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga. 

(3) Diisi dengan Unit Eselon I pengusul Revisi Anggaran. 

(4) Diisi dengan alamat Unit Eselon I. 
IDiisi dengan nomor surat pemyataan.(5) 

(6) Diisi dengan nama Pejabat Eselon 1. 

(7) Diisi dengan NIP / NRP Pejabat Eselon 1. 

(8) I:>ii~i geng!lll jabatan Pejabat Eselon I. 

Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan.(9) 

Diisi dengart jabatan Pejabat Eselon I.(10) 

Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat Eselon I.(11 ) 

(12) I Diiai dengan NRP / NilP Pejabat Eselon I.. 

Diisi dengan meterai sesuai ketentuan.(13) 

http:bertWlg.I(U~jawab~~a.tA
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10. Format Rincian Distribusi Alokasi Usulan Tambahan Anggaran per 
program/per unit/provinsi/ satker 
LOGO (1) KEMENTERlAN/LEMBAGA .............. (2) } 


UNlT ESELON r ........... ......,...............(3) KOP K/L 


Alamat ... ...... .. .. ..... .. ........ . ................. (4) 


RmCUII DJSTRIBUSI ALOK.ASI USIJLAJI TAJDJAJIMI UGGA.RAIf 


PER PROGRAIIIT1lfITIPROVIlISJ/SATKER 


TABUK AIIOGARAR -: .......... (51 


KEMENTERIAN/LEMBAGA : 8A ......... (61 ..... .. ... ... ... .. .... ... .... ............ .. ...(1) 


UNIT ORGANISASI .. .... ... .. (8) ............ .. ........................ .. ... .. (9) 


PROGRAM .. .. .. ... (10) .... .... .. ... ... .. .. .... ................ .. . (111 


(Dalam ~upiah) 

Kodc JUMLAH PAGU 
USUL TAMBAHAN 
ANGGARAN 

KL/ UNITI SATKER 

...... (13) .. .. .. ... .. .. (14) 
 Kemenlerian.... (6) .... ........... (16 ) 


............... (16)
Unit...·.. ·· .. ........ (8) 


. .. .. .. .. .. .. .. (16) 
Provinsi .. ....... (12) 


. .. .... ... ..... (16) 
Satker. .. . ........ (15) 


Petunjuk Pengisian Rindan Distribusi Alokasi Usulan Tambahan Anggaran per 
program/per unit/provinsi/ satker: 

NO URAlAN 

(1 ) Diisi dengan logo Keme nterian/ Lembaga. 

(2 ) Diisi dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga. 

(3) Diisi dengan Unit &selon [ ·pengusul Revisi Anggnran. 

(4) Diisi dengan alamal Unit Eselon 1. 

(5) Diisi Tahun Anggaran Usulan Tambahan Anggaran 

Diisi Kode Kementcrian/Lembaga pengusul Tambahan Anggaran(6) 

(7) Diisi Nama Kementerian/Lembaga pengusul Tambahan Anggaran 

Diisi Kode Unit Kementerian/Lembaga pene rima alokasi atas usulan 
Tambahan Anggaran 

(8) 

(9) Diisi Nama Unit Kementerian/Lembaga penerirna alokasi atas usulan 
Tarnbahan Anggaran 

(10) Diisi Kode Program Kementerian/Lembaga yang diusulkan penarnbahan 
anggarannya 

Diisi Nama Program Kementerian/ Lembaga yang diusulkan penambahan(111 
anggararmya 

(12) Diisi Provinsi Satker Penerima Alokasi usulan tambahan anggaran 
anggaran 

(13) Diisi Nomor Urut 

( ,14) Diisi Kode K/L/Unit/Satker penerims aJokasi ata~ usulan Tambahan 
Anggaran 

(lS) Diisi Nama Satker penerima alokasi alas usulan Tambahan Anggaran 

(16) Diisi jumlah aloka.si anggaran yang diusulkan untuk diterima oleh 
KL/ Unit/Satker 
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11. Format realisasi kineIja anggaran atas tambahan anggaran dari BA BUN 
Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya dan/atau tahap 
sebelumnya pada tahun beIjalan 

WGO(l) KEMENTERIAN/LEMBAGA ................... (2) } " 
UNIT ESELON 1.. ......................... ........... (3) 
Ala.mat ................................................ (4) 

KOP K/L 

REALl8A.8I ARGGARAB DAIf KINER.JA ATAB TAIIBABA1f Al'fGGARAR 
DAR! SA BUR PADA TABUK SEBELUIDYA/TABUR BER.JALAR 

TABUN AJlfOGARAB : ( ...........5) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA ; (.........6) (.................... . .. .. ...... ...................7) 

(Dalam Rupiah) 

No. UO/Progr&.m/RO Ul'AlAn 
KcglOl..,n/ 
Aktivita8 

AJokaJli 
Aw a l 

Revisi/ Pcn&rmbulian I R~..lisa&i 
Angaran k" SA 
BUN 

C"pamn 
Output/RO 

Keterangl).n 

.. [81 ,· .. (91 .. ..... . {I01 .. .... (111 ......(121 ...... (13/ ..... ,.(141 ..... ,./151 

Sumber data : . .. .. .. .. . (16) 

.......... , ....... , ................. (17) 

.....................................(18) 

....................... .............. (19) 
NIP/NRP....................... (20) 

Petunjuk Pengisian realisasi kinerja anggaran atas tambahan anggaran dari 
BA BUN Belanja Lainnya yang diterima pada tahun sebelumnya danl atau 
tahap sebelumnya pada tahun betjalan: 
~,,--

NO. URMAN lSIAN 

Diisi dengan logo Kemenlerian/ Lembaga.(1) 
(2) Diisi dengan nomenkla tur Kerncnterian/I..embaga. ----- ... 
(3) Duai dengan Unit Eselon I pcngusul Revisi Anggaran. 

(4) Diisi dengan alamat Unit Eselon l. 

(5) Diisi dengan tahun anggaran realisasi anggaran yang akan disajikan. 

(6) Diisi dengan kode BA Kcmenterian/Lembaga. 

Diisi dengan nama Kementerian/Lcmbaga.(7) 

(8) Diisi dengan nornor urut. 

(9) Diisi dengan nama UO/Program/RO. 

(10) Diisi dengan Uraian kcgiatan/aktifitas/peruntukan. 

Diisi dengan alokasi awal UO/ Program/ RO yang bcrasal dari SP SABA.(11) 

Diisi aJokasi menjadi jika terdapat revjsi/pengembalian anggaran. 


{1:3) 


(12) 

Diisi dcngan realisasi anggaran. 

Diisi dengan capaian target volume RD.(14) 

Diisi dengan ketcrangan yang diperlukan (misal wasan revisit a la san 
pengcrnbalian/. 

(15) 

Dii6i. su mber data yang digunakan. 


{l7) 


(16. 
Diisi dengan tcmpot dan (anggsl penyusunan iaporan. 

Diisi dengan jabatan Pejabat Eselon I.(18) 

Diisi dengen nama dan landa tangan Pejabat Eselon I.(19) 

Diisi dengan NRP/NIP Pejabat Eselon 1.(20) 
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12. Surat pemyataan telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen yang 
ditandatangani oleh Sekretaris Utama 

LOGO (1) 	 KEMENTERJAN/l.EMBAGA .... .. .. .... ........ .. (2) } 


UNIT ESELON 1... ....... ... .. ....... .. .. .... .. ...... ... (3) KOP K/ L 


AJanwt ........................... ... .... ... . ................{4) 


SURAT PERNYATAAN .. .... .. ... ...... .. . (5) 


NOMOR : .... ...... .. .... . .... .... ......... .... .. (6) 


Yang bertanda tangan dibawab ini: 

Nama : ................ .. ..... .... .. ...... .. (7) 


NlP/NRP : ..... .. .. .... .. ........... .. .. ...... . (8) 


Jabatan : ..... .. .. ..... ... .... . ...... .. ........ (9) 


Dengan ini menyatalam denglUl. se~ungguhnya hahwa kclengkapan dokumen 
pendukung sehubungan dcng<tO u6ulan uunbahan anggaran untuk .... ( 10) I'elnh 

' dilakukan penelitian dan dinya18kan dokumen tersebut telah benar dan ISCSUai 

dengan yang dipersyaratkan daJam Peraturan Menteri Keuangan . 

Demikian sural pemyataan ini dibuat dengm sebenamya dnn lanpa tekanan 
pihak m annpun unluk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

...... ... ..... . ... .. .. .. ... .... . .. . (11) 


.... ...... .. ..... .. .... ..... ... .. .. . (12) 


..... ..... ....... .. ..... .. ........ .. (13) 


NIPjNRP.. .. .. . ... .... ...... . .. (14) 


Petut)juk pengisian s;ur:at pem.yataan telah dilakukan penelitian,kelengkapan 
dokumen yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama: 

NO. URAlAN ISIAN 

(1) Diisi dengan logo Kementerian/ Lembaga. 

(2) Diisi dcngan nomenklatur Kementerianj Lembaga. 

(3) Diisi dengan Unit Eselon I pengusul Revisi Anggaran. 

(4) Diisi dcngan alamat Unit Eselon I. 

(5) Diisi dengan ·Sekretaris JenderaljSekretaris Utama/Sckretaris/ Pejabat 
Eselon I Kementerian/Lembaga". 

(6) Diisi dengan nomor surat pemyataan . 

(7) Diisi dengan nama Pejabat Eselon I. 

(8) Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon l. 

(9) Diisi dengan jabatan Pejabat Eselon I. 

(10) Diisi dengan peruntukan tambahan anggaran. 

(11) Diisi dengan tempat dan tanggal surat pemyataan. 

(1 2) Diisi dengan jabatan Pejabat Eselon 1. 

(13) Diisi dengan nama dan tanda tangan Pejabat Eselon I. 

(14) Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon l. 

(15) Diisi dengan materai sesuai ketentuan. 
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13. Format Surat Usulan Revisi Anggaran yang yang ditandatangani oleh 
Sekretaris Utama 

WGO(I) 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

:xx (tanggal-bulan-tahun) 
: Segera 
: Satu Berkas 
: Usulan Revisi Anggaran 

yth. Direktur Jcnderal Anggaran 
di Jakarta 

1. Dasar Hukum: 
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor XX/PMK.02/20XX tcntang Percncanaan 

AnggaraQ., Pe1aksanaan AIlggaran. se.rta Ak\IntiiUllj:i dan Pel-'llporan Keuangan; 
b..............................151; 
c. DHP RKA-K/L Oitjen ......... ......... .... .No.......................Tanggal............. ; 
d. DlPA Induk ...........No.......... Tanggal ... . ........ kode Digital Stamp.......... ; 
e. DIPA Petikan ......... No... . ... ... TanggaJ ... .... .... . kode Digital Stamp.......... ; 
r. DIPA Petikan .... ..... No.......... Tanggal .... ........ kode Digital Slamp........ . 

2. Bersama ini diusulkan Revisi Anggaran dengan rinclan sebagai berikut: 
a. Tcma revisi............ (b); 
b. Tata cara revisi ...... (7). 

3. Alasan/pertimbangan perlunya Revisi A:oggaran: 
a .............................. (8); dan 
b.............................. (9). 

4. Berkenaan dengan usulan Revisi Anggaran ter~but eli atas dihunpirkan data 
dukung berupa: 
R . . ................................. ; dan 
b . .. ... ...................... (10). 

Demikian disampaikan, atas kerja sama Saudara/i diucapkan terima kasih . 
.. ... ... .......... ...... .. ..... .... ... , (1)) 

....... . ... ...... .. .. ... .. . ... .... . . ... (12) 
NIP/NRP.......... .. .... .. .... ... .. (13) 

Petunjuk Pengisian Surat Usulan Revisi Anggaran yang yang ditandatangani 
oleh Sekretaris Utama: 

NO URAIAN ISIAN 

(1) Diisi dengan logo Kementerian/Lembaga . 

(2) Diisi dengan l'lomenklatur Kcme nte rian/Lembaga.. 

(3) Diisi <kngan unit eselon I peo~ul ~vi~ Anggaran. 

(4) Diisi dengan alama.t unit eselon J 

(5) Diisi dcngan dasar hukum lainnya (sepcrti : Undang-Undong, Peraturan 
Pemerinta.h, dan Peraturan Presidcm), Kcputusan Sidang Kabinct. atau 
Keputusan Rapat. yang dipirnpi~ Menteri Koordina~~__ 

(6) Diisi dcngan tema revisi. contohnya: perubahan anggnTan belanju yang 
ber!tu mber dari PNBP, penJbnhon angganlO yflng herRumher dari 
pinjuma.n/hihnh luar ne.geri. penyeleHaian tunggakan, pemenuhan 
Belanjn Operosional, dan sejenisnya. 

(7) Diisi dcngan tata cara revisi, contohnya: pergcseran anggaran antar­
Progra m, pergeseran anggoran antar-unit e~elon I. dan sejcni_lI_n_Y_Q_. ---i 

(8) Oiisi dengan alasan!pcrtim:bangan. dari sisi tujuan Revisi Anggarnn, 
contohnya: antisipasi tcrhadap perubahan kondisi dan prioritas 
kcbuluhan. mempcrcepat pcncapOJon kinerjf,l Kemenlerinn/Lernooga.. 
meningkatkan efektivitn s dan kuulila.s belanja. optimalisasi penggunaan 
anggarun yn r11r'lcrbalas, don seje nisllya. 

(9) Dijsi d .engan dampaknya lerhadap volume RO, antara lain : volum€ RO 

(10) 
I--_t-t_e_tap / nelk! turun. 

Dilsi dengan dolnlmen pendukung utiulan Revisi Anggaran yang 
dilukukun. 

(11) Diisi dengan jabatan Pejabat Eselon I KementC'rian/Lembaga pengusul 
Revisi Angg_a _Ta_ n_ . _____ 

(12) Duai dcngan nama ~jBbat E9clQn J Ke rnenl.eriun/Lembaga. 

(13) Diisi dengan NIP/NRP Pejabat Eselon I Kemcntcrianj Lembaga.____...... 
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14. Format Surat Pemyataan Pejabat Eselon I 

f...oOO ( '1) KEM E NTERIAN/LE MB AG A . .. .. .. •. ... . . . .. .... . (2 ) 

NIT ESEl..ON J ... ..•.•.•... . •... .. . .. .. . . . .. ••.. . . ..... (3) } KOP K/L 

Ahullut. .. .... . . . . . . . .. . ..... .. ..... . ..... ........ . ......... .(4) 

S U RAT PERNYATAAN ... .. . ... ... .. .. . .. . (5) 

N O M O R : . .. ... ..... . . . . . .... ... .. .. . ... .. . . . . ...(6' 

Yang b~rtanda tangan djbawah ini : 

Nama : ..... ...... . ........ ... . . .. . .. .... . . . (7) 

NIP/NRP 

Jabatan 

: ... . . . ...... ...... ... .. . . ... ........ .(8) 

: .. ................ ... .. . . .. . . .... .. .. (9) 

D ng~1.O ini menyutakan dan berlanggung jawab seenra pe.nuh ata s hal· h a J 
scb agai beriku t : 

1 . M e ny ·tujui !'tubslansi usul Revis! Anggaran yang diusulkan oleh KPA 

3 . 

. . .. ...... . .. . .. .. . ( 10, bc.n.1pa.. .. .. .. .. .. .. ......(1 1 ). 

Usul Revi.si An gg r an beROn.. dnkuI1lc n-dokumcn ang d iper 'ara tkan telah 
rususu..n d e n gan lc ngkap dan bcnar. dan telah di.r~viu Aparat Pengawa san Int rn 
Pc m erinla hKe mcntcnun/Lembaga (APIP K/L) , d ala m b al.. .. .. .. ..... . .. ... .. .. .. . ( 1. 2) . 
Menteri/Pimpinan LcmbagH: tclah m c nyc l'ltiui usuJ Re visi Anggaran. dala m 
baJ ......... .... .. . .. (J3); 

4 . Apa biJa di kemudian h ari tern a t a pernyataan ini tid ak bcnar, saya be..rsedi 
meneriI1l8 scgala risiko d an kos kuens inyo SU UI d e nga n tugas d an wewe nang 
S Qy3 . 

D e mikian Itural pc::rnyata a..n ini clibuat d ~ngan scbenarnytl . d w a m kcadaan 
sad.u dun tidak di uawah t e kanan. 

. .... . . . . . . .. . . .... . .. . . ... . . .. .. ...( 14) 

... .. .. ..... . .... .... ...... .. .... . .. ( 15) 

... .. .... (16) 

........ .... ... . . . ... .. .. .... .. ... .. ( 17) 

NIP/~RP.............. ... ...... ( 18) 

• 
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Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Pejabat Eselon I: 
URAIAN IS IAN NO. 

Diisi dcngan logo Kemen tcrian / Lcm baga . (1) 
Oiisi d ngan n om nkla tu r Ke~rian / Lembaga .(2 ) 

Diisi den gan Un it Esclon 1 p ngusu) R ~visi Anggaran .(3 ) 

Diisi dengan la rna.t Unit Eselon I.(4) 

Diisi dengan "Sekretaris J endera1/Sekre ta ris Utam / S 'kreta ris/ Peja bat 
E e)on I K m nterian/Lembaga - . 

(5 ) 

Dusi dcngan nomoI" l:;urat pcrnyo.ta a n.(6 ) 

O i1Si n n fi n nama Peja bat Eselon L(7) 

Diisi dengan NIP/NRP Pcjabul E Ion I. (8 ) 

Diisi d nga n ja batan Pejabal Eselon I.(9) 

Diis i den gan n a ma. KPA.(l O) 
1­

Djisi d ngan uraian substansi usul Revisi Anggarun.(11) 

Diisi/ dipilih sesuai d -'ngao u s ula n revisi yang harus direviu olch APIP 
KI L, yaitu: 

(12) 

I. Revisi Anggaran dalarn h al Pagu Angg ran berub h ; 

• 	 pergeseran angga ra n a ntar-Program kecuali dalam rangka 
peme nuha nBelanja Ope1"asional; 

R visi Anggaran dalam rangka rcorganis..'1si dan /awu r s t rukturisasi• 
K 	 menlerian / Lemba • dan/ a tau 

• 	 R.cvisi Anggaran delam hal terdapat Program/ Kcgiu tan / KRO / RO 
baru. 

Diisi/ dipilih se.suai dcngan usulam r 'visi ng ha rus mcnd a p tka n 
pcrsetujuan Mentcri/ Pim pinan Lembaga. yaitu Revisi Anggaran lxrupa 
pcrgeseran anggaran antar"Program k "cu ali dalam rangka pemenuhan 
B la nja Operasiona l. 

(13) 

Dlisi de n gan t 'm pa t dan tangga l surat pcmyataan.(14) 

Diisi den n ja bnta_n Pej bat E se lon l.( 15)' 

D ii i dcn gan m etera.i s esuai kctcnluan.(16) 

Diisi deng n n a ma dan tanda tangan Pejaba t Eseloll I.( 17) 

Diis i d ~ngan NIP/NRP Pcjabat Esclon l. - -' ­

(18) 

SEKRETARIS UTAMA, 


